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BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 1p TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

Menimbang :

Mcngingat

KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa untuk mclaksanakan keientuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkzt Daerak Kabupaten
Buton, perlu menetapkan  Peraturan Bupati tentang
kedudukar, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Buton;

IP'asal 18 ayalt (6) Undang- undang Dasar Republik
Indnnesia Tahim 1945:

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pemkbentukan Daerah daerah Tingkat I1 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tfentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemertintahar Daerah (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);

. Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentlukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor B2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234)

. Undang-undang DNomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian ( lembaran Negara Republic Indonesia tahun
2014 nomor 4, tambahan lembarann Negara Republic
Indoresia nomor 5402,

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (( l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoresia Nomor 5494 |

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Menetapkan :

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimans telah
beberapa kah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tabkun 2015 (entang Perubshan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5679);

8  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembzran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6 );

10, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tabun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yarg menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Dserah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor

LIZ

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
Kabupaten Buton tahun 2016 Nomor 116)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS!I SERIA TATA KER.JA
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN DUTON.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.

9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.

3. Bupati adalah Dupati Buton.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.

5. Dewan Perwakilan Rakyal Daerah, yang selanjutnya
disebut DPRD adslah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buton.

&. Sckretaris Daerah adalah Sekreraris Daerah Kabupaten
Buton.

7. Dinas Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas
Perindusirian adalah Dinas Perindustrian Kabupaten

Buzon.



10.

11.

132,

13,

14,

15.

16.

17.

18,

(1)

(2)

Kepala Dinas Perindustrian adalah Kepala Dinas
Perindustrian Kabupaten Buton.

Sekretarial adalah Sekretariat Dinas Perindustrian
Kakupaten Buton.

Sekretaris Dinas yang sclanjulnya disebut Sekretaris
adalah Sekretaris Dinas penndustrian Kabupaten Buton.
Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian
Kabupaten Buton.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Perindustnan Kabupaien Buton.

Sub Dagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perindustrian
Kabupaten Buton.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Ferindustrian Kabupaten Buton.

Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian Kabupaten
Buton.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas
Perindustriar. Kabupaten Buton.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perindustrian
Kabupaten Buten yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegialun leknis lertentu.

Kelompok Jaosatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian Kabupaten

Buton.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
Dimas Perindustrian adalah unsur pelaksana urusan
pemenntahan dibidang Perindustrian yang menjadi
kewenangan daerah.
Dinas Penndustnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepaln Dinas yang berkedudulkan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupad melalui Sekretaris

Daerah.



(1)
(2)

(3)

(4

(5]

(©)

(7)

BAZ 11l
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Perindustrian adalah Dinas Daerah Tips B.
Dinas Perindustrian schagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pembangunan SBumber Deya Industr;
d. Bidang Pemberdayaan Industr

e. Bidang Sarana dan Prasarana Industri;

f.  Sub Baglan;Seksi;

g LIPTD):; dan

h. Kelompok Jabammn Fungsional

Sekretariat sebagaimana dimzaksud pada pada Avat (2

Huruf b terdiri atas :

a. Subbagian perencanaar  Program, Evaluasi dan
pelaporan;

k. Subbagian Umum, Kepagawaian dan Keuangan

Bidang Pembangunan umber dayva Industri scbhagaimana

dimaksud pada Ayat (2) Huruf ¢ terdiri atas :

a. Seksi Pembangunan Sumber daya Manusia

b. Seksi Pemanfaatan sumber Daya alam

c. Seksi Teknologi industry, kreativitas dan Inovasi
Industn

Bidang Pemberdaydaan industi sebagaimana dimaksud

pada Ayat (2) Huru! d terdiri atas :

a. Seksi Industri Kecil menengah

b. Seksi Bina Industri

c. Seksi fasilitasi kerjasama, penelitian dan promosi

Bidang sarana dan [I'rasaran Industri sebaguimana

dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :

2. Seksi Lahan Industn

b. Seksi Informasi indusiry daerah

¢. Seksi Jaringan energy dan zelistnkan

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian tercantum dalam

lampiran Peraturan Bupati ini



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2]
huruf b, dipimpin oleh seorang Seckretaris yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepaca Kepala Dinas.
Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)
hurufl ¢,huru’ dhuruf e, hurufl f, dan huruf g, dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab  kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Subbagian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawad kepada Sekretarns.

Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4], Ayat
(5), Ayat (6), Avat (7), dan Ayat (8} dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan hertanggungjawab
kepada keoala Bidang masing-masing.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Dinas Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati

dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjacdi

kewenangan dasrah dibidang Perindustrian.

Dinas Perindustrian delam  melaksanakan  tugas

scbagnimana dimeksud pada ayat (1) menyelerggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
fugasnya,

b. pelaksanaan tugas dukungan tcknis sesuai dengan

lingkup tugasnya;

pemantauar, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas dukungan teknis sesuai dengan Iingkup

tugasnya,

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuA

2]

dengan linglkup tugasnya;
e. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Bupati
sesual dengan tugas dan fungsinya.



(1)

(2)

(1)

Bagian Kedua
Kepala Dmas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyal tugas memimpin dan

melaksanakan urusan pemerintahan vang menjadi

kewenangan daerah dibidang Perindustrian berazaskan

otcnomi  daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan

kegiatan dibidang Perindustrian serta membina hubungan

kena dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga

Kemasyarakatan lainnya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian

k. Pengkoordinasian pemberian perizinandan pelaksanaan
pelayanan umum

¢. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan kelompok
jabatan fungsinnal

d. Peleksansan pengelolaan urusan dibidang
kesekretariatan diras

¢. Penandatanganan surat;naskah dinas sesual tugas dan
kewenangannya; dan

f Pelsksanaan tugas lain yang di berkan oleh kepala

daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Selkretariat
Pasal 7

Sekretaris Dinas mempunyal tugas  melaksanakan
sebagaian tugas Dinas dalam Pelayanan Administrasi dan
Kesekretariatan kepada semua Satuan kerja dilingkungan
Dinas yang meliputi Urusan Perencanaan Program, Evaluasi
dan Pelaporan, Keuangan, perlengkapan, Kepegawailan,
Hukum, Umum, Humas dan Protokel serta Urusan

Pendidikan dan Pelatihan.



(2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi ;

a. Dclaksanaan  dan  Pengkoordinasian  Perumusan
Perencanaan Program Dinas, serta Evaluasi dan
Pelaporan’

b. Pelaksanaan Urusan Keuangan, Perlengkapan dan
Penyusunan Anggaran:

c. Pelaksanaan Urusan Administrasi  Kepegawaian,
Ketatalaksenaan dan Hukum, serta Pendidikan dan
Pelatihan;

d. Pelaksanaan Urusan Umum, Surat menyurat dan Arsip,
rumah tangga. serta urusan Kehimasan dan protokol;
dan

c. Pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dimnas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian perencanaan Program. Evaluasi dan Pelaporan.
mempunyai tugas mengumpulksn Data dan bahan Petunjuk
Teknis, melaksanakan dan mengkoordinasikan  Penyusunan
Rencana dan Program Dinas, melakukan pemantauan,
pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
kegiatan Dinas.
Pasal 9

Kepala Sub Bagian Umum, kepegawaian dan Keuangan
sebogaimana, mempunya:  tugas  melaksenakan — urusan
pengelolaan surat menyurat dan arsip, administrasi kepegawaian,
mengumpulkan  bahan pedoman dan petunjuk teknis,
melaksanakan penyuasunan anggaran, mengelola, administrasi

keuangan dan perbendaharaan,.



Bagian Keempat
Bidang Pembangunan Sumber Daya Indusin

Pasal 10
(1) Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai
ugas :
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan

h.

mengendalikan  pelaksanaan kegiatan Bidang Pcmbangunan

Sumber Daya Industn,

Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahar
sesnai hidang hugasnya masing- masing
Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan

pengawasan melekat kepada bawahan

Menilai presrasi kerja bawahsn sebagai bahan pertimbangan
dalam meningkatken perkembangan karir dan penilaian DP3.
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas berdasarkan  realisasi
program kerja untuk bahan penyempurnasn program  Kerja
berikutnya.

Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK]
pada bidang tugasrya setelan ditetapkan yang berwenang.
Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas
Bidang kepada Kepanla Dinas melalui Sekretaris.

Menyelenggarakan tugas lain yvang diberikan vleh Kepala Dinas,

(2) Kepala Bidang Pembangunan Sumber daya Industri dalam

melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada avat 1

menvelenggarakan fungsi

.

Penyusunan Petunjuk teknis dan penyiapan bahan serta
pedoman pembiraan kegiatan Pembangunan Sumber Daya
Manusia. penviapan perizinan serta pedoman Pemanfaatan
sumber daya alam dan teknologi industry, kreativitas dan
inovasi indusloi ,

Pemberian bimbingan tecknis pembinaan dan pengembangan
Pembangunan Sumber Daya Manusia, pemanfaatan sumber
daya alam dan teknologi industry, kreativitas dan inovasi

industri;



C.

Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu Sumber Daya
Manusia, pemanfaaten sumber daya alam dan teknologi
industry, kreativitas dan inovasi industri,

Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama
dengan duma usaha Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi
Industr ;

Penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan serta evaluasi
kepiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia, pemanfaatan
sumber daya alam dan teknolegi industry, kreativitas dan
inovasi industri;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Dinas sesual

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Pembangunan Sumber daya Manusia mempiinyai

tugas:

da.

melaksanakan sebagian tugas Dinas  dalam melakukan
penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan
kehijakan tentang Pembangunan Sumboer Daya Manusia dalam
hal pembinaan dan pengembangan Industri,

melaksanakan pelayanan wrmuam, serta melalkukan
pemantauan dan evaluasi keglatan Pembangunan Swmber
Daya Manusia.

menvusun Petunjuk teknis dan menyiapkan bahar. serta
pedoman pembhinaan kegiatan Pembangunan Sumber Daya
Manusia ;

_ memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan

Pembangunar Sumber Daya Manusia ;

. menyiapkan bimbingan teknis peningkatan mum Sumber Daya

Manusia .

menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan serta evaluasi
kegiatan Peinbangunan Sumber Deya Manusia ;

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.-



Pasal 12

Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber daya Alam mempunyai tugas :

C.

melaksanakan sebagian tugas Dinas  calam melakukan
penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelasanaan
kebijakan pembinaan dan pengembangan pemanfaatan
Sumber Daya Alam,

melaksanakan  pelayanan wmum, serta  mclakukan
pemantauan dan evzluesi kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya
Alam

menyusun petunjuk teknis dan penyiapan perizinan serta
pedoman pembinaan kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya
Alarmn ;

menyiapkan pemberian Bimbingan teknis pemnbinaan  dan
pengembangan Pemanfaatan Sumber Daya Alam ;

menyiapkan Bimbingan tcknis dibidang peningkatan mutu
Pemanfaatan Sumber Daya Alam.;

menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan serta evaluasi
kegiatan Pemanfzulan Sumber Daya alam ;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal |3

Kepala Seksi Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi Industri

mempunyal tugas :

a.

melaksanskan sebagian tugas Dinas  dalam melakukan
penyiapan pemberian imbingan teknis terhadap pelaksanaan
kehijakan pembinaan dan pengembangan Teknaolog Industri,
Kreatifitas dan Inovasi Industn,

melaksanakan  pelayanan umum, serta  melakukan
pemantauan dan evaluasi kegiatan Teknologi Industri,
Kreatifitas dan Inovasi Industri

Menyusun petunjuk teknis dan menyiapkan bahan serta
pedoman pembinaan keglatarn Teknologi Industri, Kreatifitas

dan Inovasi industrn ;

. Mcnyiapkan pemberian Bimbingan teknis pembinaan dan

pengembangan Teknologi ndusiri, Kreatifitas dan Inovasi
Indnstri;

Menyiapkan Bimbingan teknis peningkatan mutu hasil
produksi, penerapan standar, pencemaran, identifikasi
produk, dan inovasi teknologi.;



f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemantavan serta
cvaluasi kegiatan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Tnovasi
Industri;

g. Melaksanakan analisis iklim wusahz dan peningkatan
kerjasama deagan dunia usalin Teknologi Industri, Kreatifitas
dan Inovasi Industri ;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas pekok dan furgsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Industri

Pasal 14

{1} Kepala Bidang Pemberdayaan Industr mempunyal  tugas

Melaksanakan Pemberdavaan Industri

[2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14,

Bidang Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi :

a.

Peryusunan dan perummnisan  kebijakan teknis dibidang
Pemberdayaann Incustri ;

Peningkatan keterpaduan dalam penyusunan rencana can
program antar instansi terkait didaerah dibidang Pemberdayaan
Industri;

Pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan
pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Industri
Penyusunan  program kerja tahunan, jangka menengah dan
jangka panjang ;

Pembinazn Pemberdayaai Industri ;

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait

lainya dibidang Pemberdayaan Industri’

Pasal 15

Kepala Seksi Industri Kecil Menengah mempunyai tugas :

£l.

Mempersiapkan penyusunan bahan-bahan  bhimbingan teknis
Industri Kecil dan Menengah ;

Mempersiankan bahan penyusiinan program kerja, dan melakukan
pengumpulan data Industri Kecil dan mencngah ;
Menginventarisasi, menyusun, dan menyajikan Potensi Industri

Kecil dan Menengah ;



d. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang;

Pasal [ 6

Kepala Seksi Bina Industri mempunyai tugas :

a. meclaksanakan Pemnbingan Industri, usaha reningxatan

keterampilan dan kemampuan pelaku industri, peningkatan Kerja
sama antar subscktor industri

h. Menyusun program kerja Pembinaan Indusii
¢. Menyiapkan Bahan Bimbingan Teknis Pembinaan Industri
d. Memfasilitasi kerjasama bidang Pembinaan Industri ;

¢. Mengevaluasi dan menyusun laporan dibidang tugasnya

Pasal 17
Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama, penelitian dan promosi mempunya:

tugas:

a. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan tcknis,
program dan kegiatan Kerjasauina, Penelilia dan Promosi Industri:

b. menyiapkan Bahan-bahan bimbingan teknis Fasilitasi kerjasama,
Penelitian can Promosi industri ;

c. Menginventarisasi, menyusun dan menyajkan laporan mengenai
kegiatan Penelitian dan Promosi industri ;

d. Melaksanakan tugas tugas lain yang dibcrikan atasan

Bagian Keenam
RBidang Sarana dan Przsarana Industri
Pasal 18

(1) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunvai tugas :
melaksanakan sehagian Tugas Dinas dalam rangka kegiatan
Bidang Sarana dan Prasarana Industri Meliputi Perencanaan,
pelaksanaan Xebijakan dan Kewenangan Kketenagalistrikan,
pemanfaatan energi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan olch kepala dinas.

(2) Dalam melaksanaxan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
18, Bidang Sarana dan Prasarana industry menjalanksan fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan rencane kerja kepialan  bidang

Sarana dan Prasarana Industn ;



b. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi untuk kegiatan
bidang Sarana dan Prasarana ;

c. Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan energi dan
Ketenagalistrikan ;;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan olch kepala dinas

Paszsal 10

Kepala Seksi Lahan Industri mempunyai tugas :

. pengelolaan data scrta informasi Lahan [Industri

. melakukan perencanaan Peningkatan, dan pemeliharaan Lahan

Industri

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

Pasala 20

Kepala Seksi Informasi [ndustrn daerah mempunyai tugas:
=. melaksanaksn Inventarisasi Potensi Industri Daerah,

b. melaksanakan pengelolaan data Industri Daerah

Melaksanakan kepiatan bimbingan  teknis lentang Indusstri

Daerah

. Melaksanakan Pembinaan ¢an pengawasan terhadap pemanfaatan

langsung Industri Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain

vang diberilkan oleh kepala bidang.

Pasal 21

Kepala Seksi Jaringan Energi dan kelistrikan mempunyai tugas :

a.
b.

i

meclaksanakan pendataan Jaringan Energi dan Kelistrikan,
Melaksanakan pemantauan distribusi Energi dan Kelistrikan,
melaksanakan pembinaan pengelolaan Energi dan Kelistrikan,

melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang

BAB Vv
TATA KERJA
Pasal 22

Setiap unsur di Lingkungan Diras Perindustrian dalam melaksanakan

tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perindustrian sendiri



maupun dalam hubungan antar Dinas Perindustrian dengan Perangkat

Daerah dan /atau lembaga Lain yang terkait.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan Unil Organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta
petunjuk bag: pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas vang
telah ditetepkan.

I2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab
serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

FPasal 24
Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di
bawahnya.

Masal 25
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di
lngkungan Dinas Perindustrian dapat mendelegasikan kewenangan
tertentu  kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN can PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 26
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan strultural eselon ITb atau jabatan
pimpinan tinggi pralaoea.
(£) Sekretaris Dinas merupakan jabatan strukural eselon Illa atau jabatan
administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon 1Ilb atau jabatan
administrator.
(1) Kepala subbagian dan Kcpala Scksi merupakan jabatan struktural
eselon 1Va atau jabatan pengawas.
(5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon [Vb atau jabatan

pengawas.



Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 27
(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkal dan
diberhentikan oleh Bupati.
|2) Tata cara pengangkalan dan pemberhentian sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

BAB VII
FEMBIAYAAN
Pasal 28
(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
dilingkungan Dinas Perindustrian dibebankan paeda Anggaran
Pendapsatan dan Belanja Daerah.
(2) Selain biaya yang hersimber dari Anggaran Pendapatan dan DBelanja
Daerah sebagnimana dimaksud dalam ayal (1), Dinas Perindustrian
dapal diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan vang berlaku.

BAB VIII
KETENTIIAN LAIN-LAIN
Pzsal 20
Jerjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlakuy
Pasal 30

(1) Di Lingkungan Dinas Perindustrian dapat dibentuk UPTD sesuai
dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang ber.aku.

(2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimalksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri,

Pasal 31

Di lingkungan Dinas Perindustrian dapat dibentuk kelompok jahaten
fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Persturan Perundang-

undangan yvang berlaku.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 33

(1) Pada saat Peraturen Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah
dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinva sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD vang
baru.

{2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimakasud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 5 (enam) bulan sejak diundangkannya
Peraturan Bupal ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 34
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton
Nomor 41 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dén
Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton

dicabut dan dinyatakan tidak berlakn

Pagal 35
Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupatcn Duton.

Ditetapkan di Pasarwajo

PARAF pada tanggal 13 Oktober 2016
—: 4__ UPATI BUTON,
P -3 |
keig  YoricBay / -
e o
j ?‘{f‘iha ﬁ SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN




BAB [X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017,
Pasal 33

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD vang sudah
dibentuk tctap melauksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Bupat tentang pembentukan UPTD yang

baru,

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimakasud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya
Peraturan Biipati ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton
Nomor 41 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang merngetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempétannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

PARAF Ditetapkan di Pasarwa jo
Mg -2, pada targgal 13 Oktober 2016
Wobr¢ - Rednooy . BUPATI BUTON,
docry  Adon
it . M] Cap/TTD
Fobe © Orpegy £.
E SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a
Pada tanggal 14 CE]

Plt. SEKRETARIS DA H KABUPATEN BUTON,

SH
Pembina Utama Muda, [V /c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 112
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